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Pada tahun 2017 Pemerintah Indonesia melakukan perubahan terhadap sistem Kontrak Bagi Hasil Migas
(KBH), dari KBH cost recovery menjadi KBH gross split. Perubahan KBH dengan skema gross split
diharapkan menjadi solusi atas menurunnyatingkat investasi hulu migas serta meningkatkan pendapatan
negara. Melalui Permen ESDM No. 8/2017 gross split diberlakukan. Perubahan mendasar pada KBH gross
split adalah tidak adanya cost recovery, adanya base split dan komponen variable dan komponen progresif
sebagai penyesuaian bagi hasil, pengadaan barang dan jasa dilakukan sendiri oleh Kontraktor tanpa
persetujuan SKK Migas, serta persetujuan Plan Of Development (POD) yang tidak lebih dari 1 bulan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum dalam pemberlakuan KBH gross split yang
bersifat lintas sektor dan implementasinya terhadap investasi, dengan menggunakan metode penelitian
normatif melalui library research dan wawancara kepada pelaku usaha.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa kepastian hukum dalam KBH gross split sudah ada namun masih
terdapat kendala-kendala, dan terhadap investas KBH gross split terbukti dapat menaikan investasi hulu
migas hamun belum dapat memperbaiki iklim investasi hulu migas secara keseluruhan.

...... In early 2017, Indonesia establish a new form of Production Sharing Contract (PSC), from PSC cost
recovery to PSC gross split. PSC gross split is expected to be a solution to the decline upstream oil and gas
investment level, and to increase state revenues. Through ESDM Regulation No. 8/2017 PSC gross split was
applied. The basic term by PSC gross split are there' s no cost recovery, base split, component variable and
component progresif as a compliance of profit sharing adjustments, self procurement by the contractor
without SKK Migas approval, and Plan Of Development (POD) approval less than one month.

This study aims to determine the legal certainty in the implementation of KBH gross split which is cross-
sectoral and its implementation of investment, using normative research methods through library research
and interviews with business actors.

From the research results it is known that legal certainty in the KBH gross split already exists but there are
still constraints, and the KBH gross split investment is proven to be able to increase the upstream oil and gas
investment but has not been able to improve the overall upstream oil and gas investment climate.
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